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DEFINISI PERENCANAAN

D. Conyers dan Hills (1984):.

Perencanaan adalah proses yang kontinyu, terdiri dari keputusan atau
pilihan dari berbagai cara untuk menggunakan sumber daya yang ada,
dengan sasaran untuk mencapai tujuan tertentu di masa mendatang.

MT Todaro (Economic Development, 7 th ed., 2000):

Perencanaan Ekonomi adalah upaya pemerintah secara sengaja untuk
mengkoordinir pengambilan keputusan ekonom dalam jangka panjang serta
mempengaruhi, mengatur dan dalam beberapa hal mengontrol tingkat dan
laju pertumbuhan berbagai variable ekonomi yang utama untuk mencapai
tujuan pembangunan yang tela ditentukan sebelumnya.

Jhingan:
Perencanaan adalah teknik/cara untuk mencapai tujuan, untuk mewujudkan
maksud dan sasaran tertentu yang telah ditentukan sebelumnya dan telah
dirumuskan dengan baik oleh Badan Perencana Pusat. Tujuan tersebut
mungkin untuk mencapai sasaran social, politik atau lainnya.



ELEMEN PERENCANAAN

Merencanakan berarti memilih:
= Memilih berbagai alternatif tujuan agar tercapai kondisi yang lebih baik.
= Memilih cara/kegiatan untuk mencapai tujuan/sasaran dari kegiatan tersebut.

Perencanaan sebagai alat untuk mengalokasikan sumber daya: SDA, SDM, Modal.

= Sumber daya terbatas sehingga perlu dilakukan pengalokasian sumber daya sebaik
mungkin.

» Konsekuensi: pengumpulan dan analisis data dan informasi mengenai ketersediaan
sumber daya yang ada menjadi sangat penting.

Perencanaan sebagai alat untuk mencapai tujuan/sasaran. Beberapa masalah yang

dihadapi dalam pembuatan tujuan antara lain:

» Tujuan tidak terdefinisikan dengan baik.

» Tujuan tidak realistik.

» Perencanaan cenderung lebih dari satu tujuan, kadang tidak konsisten satu sama lain.

» Tujuan dipertanyakan atau tidak sesuai dengan tujuan pengambil keputusan lain (Mis:
DPRD).

Perencanaan berhubungan dengan masa yang akan datang, yang berkaitan dengan:
Proyeksi/prediksi, Penjadwalan kegiatan, Monitoring dan evaluasi.



CIRI- CIRI DAN PERANAN PERENCANAAN

Ciri-ciri perencanaan:

= Bersifat Publik

= Berorientasi masa depan

= Strategis

» Deliberate/sengaja/kesepakatan
» Terhubung pada tindakan

Peranan Perencanaan

» Untuk mengatasi kegagalan pasar.

= Memobilisasi dan alokasi sumberdaya.

» Mengatasi dampak psykologies dan sikap/pendirian.

= Mencari solusi untuk mendapatkan sumber dana.



JENIS PERENCANAAN

Jenis Perencanaan (Conyers & Hills)

» Tujuan Perencanaan (The nature of Planning Goals)

» Lingkup Kegiatan Perencanaan (The Scope of Planning Activities)

» Tingkatan Spatial dari Kegiatan Perencanaan (The Spatial Level of Planning Activity)

» Tingkatan Operational dari Kegiatan Perencanaan (The Oprational Level of Planning
Activity)

TUJUAN PERENCANAAN (The nature of Planning Goals)
= War-time Planning: Perencanaan pada saat darurat.

= Town and Country Planning (Land-use planning, physical planning, urban and regional
planning): berkaitan dengan alokasi tanah dari berbagai fungsi/kegiatan di daerah.

= Anticyclical Planning: ditujukan untuk menjaga stabilitas perekonomian national

» Development Planning

LINGKUP KEGIATAN PERENCANAAN (The Scope of Planning Activities)

» Klassifikasi berdasarkan disiplin/profesi: Sosio economic Planning, Natural Resourceb
Planning, Architectural and Engineering Planning

» Berdasarkan sektor (Pertanian, Industri dsb)
= Pendekatan antar disiplin (Ekonomi, Sosiologi, Politik, SDA, dsb)



JENIS PERENCANAAN

TINGKATAN SPATIAL DARI KEGIATAN PERENCANAAN (The Spatial Level of Planning
Activity):

= [nternational Planning

= National Planning

= Regional Planning/Local Planning
= Town/Village Planning

» |ndividual/Family/Enterprice Planning

TINGKATAN OPERATIONAL DARI KEGIATAN PERENCANAAN (The Oprational Level of
Planning Activity):

= Perencanaan Pembangunan Nasional (Komprehensif)
= Perencanaan Proyek
» Perencanaan Sektoral

» |ntegrated Area Planning



PERENCANAAN BERDASARKAN UU NO. 25 TAHUN 2004

TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

SPPN adalah

Satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana
pembangunan dalam jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur
penyelenggara negara dan masyarakat ditingkat pusat dan daerah.

Landasan Filosofis:
» Cita-cita Nasional sebagai mana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

= Tujuan Nasional; dengan dibentuknya pemerintahan adalah untuk melindungi segenap
bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

» Tugas Pokok; setelah kemerdekaan adalah menjaga kemerdekaan serta mengisinya
dengan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara
bertahap dan berkesinambungan.



PERENCANAAN BERDASARKAN UU NO. 25 TAHUN 2004

TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

AZAS DAN TUJUAN:

1. Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip
kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta kemandirian

dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional.

2. Perencanaan pembangunan nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu,

menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan.
3. SPPN diselenggarakan berdasarkan azas umum penyelenggaraan negara:
= Azas Kepastian hukum
= Azas Tertib Penyelenggaraan negara.
= Azas Kepentingan Umum
= Azas keterbukaan
= Azas proporsionalitas
= Azas Profesionalitas

=  Azas Akuntabilitas



PERENCANAAN BERDASARKAN UU NO. 25 TAHUN 2004

TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

AZAS DAN TUJUAN:

4.

SPPN bertujuan untuk:
= Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan

= Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, sinergi baik antar daerah, ruang, waktu,

fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah.

= Menjamin Kketerkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan dan pengawasan.
= Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

= Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan

dan berkelanjutan.



PERENCANAAN BERDASARKAN UU NO. 25 TAHUN 2004
TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Ruang Lingkup Perencanaan

Nasional Daerah
Rencana Pembangunan Jangka | Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Panjang Daerah
Rencana Pembangunan Jangka | Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Menengah Daerah
Rencana Strategis Rencana Strategis Satuan Kerja
Kementerian/Lembaga Perangkat Daerah
Rencana Kerja Pemerintah Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Rencana Kerja Rencana Kerja Satuan Kerja
Kementerian/Lembaga Perangkat Daerah




PERENCANAAN BERDASARKAN UU NO. 25 TAHUN 2004

TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Proses Perencanaan Tahap Perencanaan
1. Proses Politik: Pemilihan langsung Presiden dan 1. Penyusunan Rencana:
Kepala Daerah menghasilkan rencana = Rancangan rencana pembangunan
pembangunan hasil proses politik (Public Choise nasional/daerah.
;-heo'y O'; PI lannggalv? Khususnya penjabaran visi = Rancangan rencana kerja Dep/lembaga
el ' SKPD Musyrenbang

2. Proses Teknokratik: Perencanaan yang dilakukan
oleh perencana profesional atau lembaga/unit
organisasi yang secara fungsional melakukan

= Rancangan akhir rencana pembangunan.
2. Penetapan Rencana:

perencanaan > Khususnya dalam pemantapan = RPJP Nasional dengan UU dan RPJP
peran, fungsi dan kompetensi lembaga perencana. Daerah dengan Perda

3. Proses Partisipatif: perencanaan yang melibatkan = RPJM dengan peraturan Presiden/
masyarakat (Stakeholders) - antara lain: Kepala Daerah
pelaksanaan Musrenbang. = RKP/RKPD dengan peraturan

4. Proses Bottom up dan Top Down: Perencanaan Presiden/Kepala Daerah.

yang aliran prosesnya dari atas ke bawah atau dari | 3. Pengendalian Pelaksanaan Rencana
bawah ke atas dalam Hirarki pemerintahan. 4. Evaluasi Kinerja




SINKRONISASI PERENCANAAN & PENGANGGARAN PUSAT DAN DAERAH
DALAM SATU KESATUAN SITEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
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BAGAN ALIR TAHAPAN DAN TATA CARA PENYUSUNAN RKPD
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PEMBANGUNAN NASIONAL BERDIMENSI KEWILAYAHAN
KONDISI SOSIAL EKONOMI KEWILAYAHAN

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH 2013

ARAH DAN PRIORITAS PENGEMBANGAN WILAYAH 2013: SUMATERA

SASARAN PENGEMBANGAN WILAYAH TAHUN 2013

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR STRATEGIS 2013




KONDISI SOSIAL EKONOMI KEWILAYAHAN

Nasional 2011 - Pertumbuhan Ekonomi = 6,5 %,
Tingkat Kemiskinan 2011 (September) = 12,49%
Tingkat Pengangguran Terbuka 2011 (Agustus) = 6,80 %

Wilayah Sumatera Wilayah Kalimantan

Share PDRB thdp 33 Prov 21,17% Share PDRB thdp 33 Prov 8,5%
Pertumb. Ekonomi 6,2% Pertumb. Ekonomi 49 %
Tingkat Kemiskinan 12,47 % Tingkat Kemiskinan 6,93 %
Tingkat Pengangguran 6,36% Tingkat Pengangguran 6,23 %

Wilayah Jawa-Bali
Share PDRB thdp 33 Prov 62,34 %  Wilayah Nusa Tenggara

Pertumb. Ekonomi 6.7 % Share PDRB thdp 33 Prov 1,39 %
Tingkat Kemiskinan 11,92 % Pertumb. Ekonomi 0,18 %
Tingkat Pengangguran 7,34 % Tingkat Kemiskinan 20,50%

Tingkat Pengangguran 3,99 %

Sumber : BPS 2011 (diolah)

Wilayah Sulawesi
Share PDRB thdp 33 Prov 4,88 %

Pertumb. Ekonomi 8,1%
Tingkat Kemiskinan 13,99 %
Tingkat Pengangguran 6,78 %

Wilayah Papua

Share PDRB thdp 33 Prov 1,38 %
Pertumb. Ekonomi 3,43 %
Tingkat Kemiskinan 31,97%
Tingkat Pengangguran 4,59%
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Wilayah Maluku
Share PDRB thdp 33 Prov 0,33%

Pertumb. Ekonomi 6,17 %
Tingkat Kemiskinan 17,42%
Tingkat Pengangguran 6,86 %




STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN

WILAYAH 2013

 Mendorong percepatan pembangunan wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa
Tenggara, Maluku dan Papua dengan tetap mempertahankan momentum
pembangunan di Wilayah Jawa-Bali dan Sumatera.

« Meningkatkan keterkaitan antarwilayah melalui peningkatan perdagangan
antar pulau untuk mendukung perekonomian domestik

 Meningkatkan daya saing daerah melalui pengembangan sektor-sektor
unggulan di tiap wilayah;

« Pemihakan bagi percepatan pembangunan daerah tertinggal, kawasan
strategis dan cepat tumbuh, kawasan perbatasan, kawasan terdepan,
kawasan terluar, dan daerah rawan bencana;

« Mendorong pengembangan wilayah laut dan sektor-sektor kelautan.

Pada pelaksanaannya, pada tahun 2013 secara nyata antara lain meliputi :

(1) kegiatan-kegiatan tertuang pada Masterplan Percepatan dan Perluasan
Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI);

(2) percepatan pengurangan kemiskinan melalui program empat klaster yang
lebih efektif dan sinergis;

(3) percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat serta percepatan
pembangunan Nusa Tenggara Timur.



ARAH DAN PRIORITAS PENGEMBANGAN WILAYAH 2013:

SUMATERA

PETA PRIORITAS PENGEMBANGAN WILAYAH

SUMATERA
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Sumber:

1. Peta Administrasi BAKOSURTANAL
tahun 2008 (diolah)

2. Rancangan Rencana Tata Ruang
Pulau Sumatera tahun 2010
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Arah
Pengembangan
Wilayah
1.Pusat produksi

dan industri
pengolahan
hasil pertanian
tanaman
pangan,
perkebunan,
perikanan

2.Lumbung
energi nasional

3.Pusat
perdagangan
dan pariwisata

Prioritas Pengembangan

. Pengembangan Kawasan Ekonomi

Khusus Pengolahan Sawit Sei Mangkei;

. Pengembangan Kawasan Ekonomi

Terpadu (KAPET) Banda Aceh
Darussalam;

. Pengembangan mutu dan produksi

pertanian di Aceh, Bengkulu, Riau,
Lampung, dan Kepulauan Riau;

. Pengembangan pusat industri dan

pengolahan pertanian di Sumatera Utara
dan Lampung ;

. Pengembangan sarana irigasi di Aceh,

Kepulauan Riau, Riau, dan Sumatera
Selatan;

. Pengembangan infrastruktur

penghubung berupa jalan di Aceh,
Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, dan
Sumatera Utara;

. Pengembangan Jalan Tol di Riau dan

Sumatera Utara;

. Pengembangan infrastruktur kereta api

di Aceh dan Sumatera Barat;

. Pengembangan Bandara Sultan Thaha,

Bandara Raja Haji Fisabilillah, Bandara
Tanjung Pandan, Bandara Sultan
Mahmud Badarudin, dan Bandara Sultan
Syarif Kasim II,

10. Pengembangan Pelabuhan Belawan,

Pelabuhan Dumai, Pelabuhan Tanjung
Api-Api, Pelabuhan Merak-Bakaheuni,
dan Pelabuhan Panjang,

11.Pengembangan pariwisata di Bangka

Belitung,



SASARAN PENGEMBANGAN WILAYAH TAHUN 2013
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Aceh

Sumatera Utara
Sumatera Barat
Riau

Jambi

Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Bangka Belitung
Kepulauan Riau
DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta
Jawa Timur

Banten

4,11-5,28
6,08 - 7,03
556 -6,25
4,27 - 4,45
6,76 - 7,14
6,15 - 6,67
7,09 - 7,55
7,09 -7,76
6,20 - 6,89

6,98 - 7,22
6,80 - 7,55

5,90 - 6,50
6,88 - 7,48
5,85-6,50
6,78 - 7,45
6,35 -7,00

16,91
8,79
7,1
5,87
4,78
11,77
12,26
13,12
4,89

4,71
1,91

8,74
12,02
13,28
11,06

4,46

6,77 - 6,13
10,65 -9,63
8.55-7.73
6,25 - 5,65
3,80-3,76
7,88 - 7,08
2,15-1,85
5,40 - 5,88
3,05-2,73

2,73 -1,95
9,75 - 8,80

10,23 - 9,20
6,45 - 5,83
5,05 -4,60
4,30 - 3,70

15,50 - 13,00



SASARAN PENGEMBANGAN WILAYAH TAHUN 2013

18.
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20.
21.
22.
23.
24,
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Bali

Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo

Sulawesi Barat

Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Maluku

Maluku Utara

Papua Barat

Papua

6,55 -7,00
4,78 - 5,35
5,83-6,50
6,10 - 6,65
4,45 -4,95
7,10 - 7,80
8,88 - 9,83
7,50 - 8,30
8,00-8,5
7,00 - 8,00

11,50-12,00

3,45 - 3,88
5,70 - 6,28
5,28 - 5,85
5,88 - 6,68
6,80 - 7,40
5,98 - 6,48

4,24
6,53
4,56
3,69
5,66
6,92
13,40
8,29
13,2
19,35
8,17
18,73
19,73
22,12
7,33
29,31
30,63

2,70 - 2,40
4,50 - 5,10
3,15 - 3,55
4,20 - 4,36
7,60 - 6,85
9,50 - 8,63
5,50 - 4,00
5,80 - 5,23
4,00 - 3,00
3,65 - 3,33
3,05 - 2,00
2,78 - 2,55
1,53 -1,33
6,15 - 5,83
3,59 - 3,43
6,18 - 5,63
3,30 - 2,50



SASARAN PENGEMBANGAN WILAYAH TAHUN 2013

Sumatera 5,74 - 6,35 10,82 7,08 - 7,70
2. Jawa-Bali 6,55 -7,21 10,25 7,69 - 8,69
3. Kalimantan 491 -5,45 5,44 541-5,43
4. Sulawesi 7,88 - 8,65 10,94 537 -6,15
5. Nusa Tenggara 4,36 - 4,85 19,26 2,06 -2,27
6. Maluku 553 -6,20 18,98 5,09 - 5,36

7. Papua 6,26 - 6,79 30,35 3,67 - 4,38



POLA HUBUNGAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN

PENGURANGAN PENGANGGURAN DI KEPULAUAN RIAU

+ Kedua, Kabupaten Natuna dan Kepulauan Riau
2000.007  KUADRANII Ll yang terletak di kuadran Il termasuk kategori
Kep”,'a“a[*‘a” daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah
rata-rata, tapi pengurangan pengangguran di
atas rata-rata (low growth, pro-job). Hal ini
mengindikasikan bahwa perluasan lapangan
kerja terjadi pada sektor ekonomi dengan
pertumbuhan rendah seperti pertanian dan
perikanan. Tantangan bagi daerah adalah
-2000.00 mendorong peningkatan produktivitas sektor2
unggulan daerah.
+ Ketiga, tidak ada daerah yang terletak di
e Bata kuadaran Il di mana rata-rata pertumbuhan
-4000.00 © ekonomi dan pengurangan pengangguran di
bawah rata-rata provinsi (low growth, less pro-
KUADRAN Il KUADRAN IV J Ob)
s obe abo 4P evo &b 1000 1200 + Keempat, Kota Batam .merupakan sqtuZnya
Rata-rata pertumbuhan ekonomi tahun 2008-2010, Persen daerah yang terletak dl kuadran v dl mana rata-
rata pertumbuhan di atas rata-rata, tapi
pengurangan pengangguran di bawah rata-rata
(high-growth, less-pro job). Hal ini menunjukan
bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi

Karimun Kota Tanjung Pinang
9

Lingga
0.001 gatuna 9

Rata-rata penngurangan pengangguran tahun 2008-2010, jiwa

+ Pertama, Kabupaten Karimun, Lingga dan Kota Tanjung
Pinang termasuk kabupaten dengan rata-rata pertumbuhan
ekonomi dan pengurangan pengangguran di atas rata-rata

provinsi. Kondisi ini menyiratkan bahwa pertumbuhan di wilayah tersebut belum dapat menurunkan
ekonomi dapat mendorong perluasan lapangan kerja (pro- jumlah pengangguran. Tantangan yang harus
growth, pro-job). Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dihadapi adalah mendorong pengembangan
daerah adalah menjaga momentum pertumbuhan dengan sektor dan kegiatan ekonomi yang menyerap
tetap meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor- tenaga kerja relatif tinggi serta mendoronrg
sektor yang menyerap tenaga kerja seperti industri usaha ekonomi lokal yang lebih tahan te rJ:ldap

pengolahan dan perikanan. gejolak eksternal.



POLA HUBUNGAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN

PENGURANGAN PENGANGGURAN DI KEPULAUAN RIAU

» Kedua, Kabupaten Natuna terletak di kuadran II, termasuk
kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata,

KUADRAN Il Lingga KUADRAN | _ e !
9 tapi pengurangan kemiskinan di atas rata-rata (low growth, pro-
poor). Tantangan yang harus diatasi oleh pemerintah daerah
2.00 , . . . . . ..
Keplﬂauan Riau adalah menjaga efektvititas dan efisiensi kebijakan dan program
Netuna Karimun pengurangan kemiskinan, dan secara bersamaan mendorong
9 percepatan pembangunan ekonomi dengan prioritas sektor atau

kegiatan ekonomi yang punya potensi berkembang seperti
pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan, serta
perdagangand dan jasa.
+ Ketiga, kabupatenKepulauan Anambas terletak di kuadaran Il
Kepulauan Anambas dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan
© kemiskinan di bawah rata-rata provinsi (low growth, less pro-poor).
Kinerja pembangunan daerah tersebut menegaskan bahwa
pemerintah daerah harus bekerja keras untuk mendorong
percepatan pembangunan ekonomi melalui peningkatan

Kota Tanjung Pinang
[ 7

0.00

-2.00

Kota Batam

Rata-rata pengurangan kemiskinan tahun 2005-2010, Ribu jiwa

KUADRAN Il c produkvititas sektor atau kegiatan ekonomi yang mampu menyerap
4007 KUADRAN IV tenaga kerja secara lebih besar dari golongan miskin. Selain itu,
0.00 200 4,00 6.00 8.00 1000 1200 pemerintah daerah juga dituntut untuk meningkatkan efektivitas
Rata-rata pertumbuhan ekonomi tahun 2005-2010, Persen dan efisiensi berbagai kebijakan dan program pengurangan
kemiskinan.

+ Keempat, Kora Batam dan Tanjung Pinang terletak di kuadran IV
dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata, tapi
pengurangan kemiskinan di bawah rata-rata (high-growth, less-pro
poor). Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang
tinggi di daerah tersebut belum memberi dampak penurunan
angka kemiskinan secara nyata. Tantangan yang harus dihadapi
oleh pemerintah daerah adalah meningkatkan akses masyarakat
miskin pada sektor2 produktif serta memperluas jangkauan
pelayanan dasar. Tantangan lainnya adalah meningkatkarpsinergi
antara pemerintah pusat dan daerah serta antara pemerintah dan
dunia usaha dalam program penanggulangan kemiskinan.

Pertama, Lingga dan Karimun termasuk kabupaten
dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan
pengurangan kemiskinan di atas rata-rata provinsi.
Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi yang terjadi
dapat mendorong pengurangan kemiskinan secara lebih
cepat (pro-growth, pro-poor). Tantangan yang harus
dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga
momentum pertumbuhan ekonomi dengan tetap
meningkatkan upaya pengurangan kemiskinan.



POLA HUBUNGAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN

PENGURANGAN PENGANGGURAN DI KEPULAUAN RIAU

Ke| uIauarlRiau .
0.70 KUADRAN I s KUADRAN | + Kedua, Kabupaten Kepulauan Riau dan Kepulauan

Amanbas yang terletak di kuadran Il termasuk kategori
daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-
0.60 rata, tapi peningkatan IPM di atas rata-rata (low growth,
pro-human development). Hal ini mengindikasikan bahwa
berbagai kebijakan dan program pembangunan untuk

0504 Kepulacen Anambas meningkatkan pelayanan publik dapat meningkatkan

IPM. Tantangan yang harus diatasi adalah mendorong

Natuna percepatan pembangunan ekonomi melalui peningkatan

v o Kota Tanjung Pinang produktivitas dan nilai tambah sektor atau kegiatan

arimun ¢ ekonomi.

P + Ketiga, Kabupaten Natuna terletak di kuadaran llI

dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan peningkatan

0.30 IPM di bawah rata-rata provinsi (low growth, less pro-

Kfia Batam human development). Kondisi ini menegaskan perlunya

pemerintah daerah membenahi pelayanan publik di
020-  KUADRANTI KUADRANV bidang pendidikan dan kesehatan. Selain itu, pemerintah
T T T T T T daerah juga harus bekerja keras mendorong seluruh
0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 SKPD untuk memacu pembangunan ekonomi dengan
Rata-rata pertumbuhan ekonomi tahun 2005-2010, Persen meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor dan
kegiatan utama daerah.

+ Keempat, Kabupaten Lingga, Karimun, Tanjung Pinang
dan Kota Batam terletak di kuadran IV dengan rata-rata
pertumbuhan tinggi di atas rata-rata, tapi peningkatan
IPM di bawah rata-rata (high-growth, less-pro human
development). Tantangan bagi pemerintah daerah adalah
menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi
dan peningkatan jangkauan serta mutu pelayanangmiblik
terutama di bidang pendidikan dan kesehatan.

0.40

Rata-rata peningkatan IPM tahun 2005-2010

+ Pertama, tidak ada daerah dengan rata-rata pertumbuhan
ekonomi dan peningkatan IPM di atas rata-rata provinsi (pro-
growth, pro-human development).



PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR:

DOMESTIC CONNECTIVITY KORIDOR SUMATERA

A = \ Pelabuhan Belawan Medan \

13> oy = Pembangunan prasarana air
‘ _gg"}% > baku Kota Pekanbaru
L h""‘ﬁi o I = Pembangunan prasarana air
= Penyelesaian Waduk Rajui 4‘ hE ; .f _ _ P, : baku Kota Dumai
yelesaian Waduk Rajui %-,ﬁ, ?@ - Tol Medan-Kualanamu-Bukit Tinggi
r.& :s'_’.-\

-. - G e f’.-.‘u*-. Jalan Nasional Kota Lima Puluh-
%ﬁg%.ﬁ

Simpang Inalum

Pelabuhan Dumai

= Pembangunan pengendali banjir . pof 1 \ y Jalan Tol Pekanbaru-Kandis-Dumai
kawasan Kualanamu ™ N e [ < Rel KIABandglr Tinggi-Kuala Tanjung

= Pembangunan Waduk Sei
Galang, Pulau Bintan

= Peningkatan Tampungan Air
Baku Kolong Enam di Kab.
Bintan

= Pembangunan Tampungan Air
Baku Sei Gesek di Kab. Bintan

= Pengamanan Pantai Kota
Bengkulu

Pelabuhan Tanjung Api-Api

-

Pelabuhan Panjang




SINKRONISASI PERENCANAAN PUSAT - DAERAH

1. Jadwal Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan

Sinkronisasi Isu-isu Strategis Pusat — Daerah

Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Pusat — Daerah



CONTOH TAHAPAN PERENCANAAN TAHUNAN NASIONAL - DAERAH

Mendiseminsikan Menghasilkan

Rancangan Awal RKP masukan untuk Untuk masukan
2013 dan SEB Pagu Rancangan Renja Menghasilkan penajaman Renja
Indikatif 2013 K/L UPPD K/L

Persandingan
4 MUSREN UPPD & Renja

RAKORBANGPUS
BANGPROV K/L

PRA-RAKOR MSSRQI'EN 6 vusren
BANGPUS BANGNAS
BANGNAS
Menyusun Isu Menjaring aspirasi 1. Membahas 1. Laporan hasil Pertemuan
Strategis Provinsi Menetapkan Isu publik bagi RKP Sinkronisasi Pra Musren Bappenas — K/L
sebagai basis Strategis 2013 Pusat Daerah. 2. Arahan membahas hasil
sinkronisasi pusat hari 3. Dialog Pusat- untuk penyem-

daerah purnaan RKP 2013

Daerah

L Rangkaian Musrenbangnas |




CONTOH SINKRONISASI ISU STRATEGIS PROVINSI - NASIONAL

(2013)

/Belum ditetapkannya Rencana Tata Ruang Wilaya®
(RTRW) Provinsi Kepulauan Riau serta rendahnya
capaian pembangunan infrastruktur penunjang
konektivitas dan aksesibilitas antar pulau dan antar daerah
untuk mengurangi disparitas antar wilayah

- )

(Kurangnya penanganan Pulau-pulau Terluar dan daerah
tertinggal di Provinsi Kepulauan Riau

\

-

\

@rcepatan pertumbuhan ekonomi daerah melal
kekuatan ekonomi kelautan dan industri pengolahan serta

ul

NINGKATAN DAYA SAING \
Percepatan pembangunan infrastruktur: domestic
connectivity

Meningkatnya pembangunan industri di berbagai
koridor ekonomi

Penciptaan kesempatan kerja khususnya tenaga kerja

muda

Peningkatan iklim investasi dan usaha (Ease of
\

@

kdoing bussiness)

/PENINGKATAN DAYA TAHAN EKONOMI
Ketahanan pangan : menuju pencapaian surplus beras

pariwisata yang berwawasan lingkungan dalam rangka 0jutaton o ) _
mendukung Masterplan Percepatan dan  Perluasan = Peningkatan rasio elektrifikasi dan konversi energi
Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI
\ /PENINGKATAN DAN PERLUASAN KESRA )
o - ) = Peningkatan pembangunan sumber daya manusia
Masih tingginya angka kemiskinan, untuk itu perlu = Percepatan pengurangan kemiskinan : sinergi klaster
dilakukan upaya pemberian bantuan Perlindungan Sosial 1-4

dan  Pemberdyaan  Masyarakat, Perempuan dan \_ )
Perlindungan Anak
\_ KPEMANTAPAN STABILITAS SOSPOL \
y = Persiapan pemilu 2014

Peningkatan Pembangunan Pendidikan dan Kesehatan = Membaiknya kinerja birokrasi dan pemberantasan
dalam Rangka Percepatan Pencapaian Target MDGs korupsi
= Percepatan pembangunan Minimum Essential Force

- \ J

ISU STRATEGIS PROVINSI KEPULAUAN RIAU

ISU - ISU STRATEGIS NASIONAL




CONTOH SINKRONISASI PRIORITAS PROVINSI - NASIONAL (2013)

Prioritas Pembangunan Provinsi Kepulauan
Riau Tahun 2013

Prioritas Pembangunan Nasional

Peningkatan Kualitas dan Jangkauan Layanan|= Prioritas 2 Pendidikan;

Pendidikan dan Kesehatan Prioritas 3 Kesehatan:

Pengembangan Infrastruktur dan Percepatan|= Prioritas 6 Infrastruktur

Penyelesaian RTRW Prioritas 8 Energi

Pengentasan Kemiskinan dan Pengembangan|= Prioritas 4 Penanggulangan Kemiskinan

Potensi Pulau Terdepan Prioritas 10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar,

dan Pascakonflik

Percepatan dan perluasan pertumbuhan ekonomi|= Prioritas 7 Iklim Investasi dan Usaha
daerah melalui kekuatan ekonomi kelautan, |, prioritas 5 Ketahanan Pangan
pertanian dan industri pengolahan serta o o _
_ Prioritas 11 Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi

pariwisata yang berwawasan lingkungan. _

Teknologi

Prioritas 9 Lingkungan Hidup dan Bencana
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang|= Prioritas1 : Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Baik dan Bersih




PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN BERBASIS

KINERJA

Latar Belakang Perubahan Sistem Penganggaran:

= Kebijakan, Perencanaan, Penganggaran dan Pelaksanaan kurang terkait;
= Penganggaran ber-horizon satu tahun;

= Penganggaran berdasarkan masukan (inputs);

= Anggaran investasi dan operasi terpisah

Pendekatan Penganggaran:
= Penganggaran dengan kerangka pengeluaran jangka menengah;
= Penganggaran terpadu;

» Penganggaran berbasis kinerja



PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN BERBASIS

KINERJA

KONSISTENSI PERENCANAAN - PENGANGGARAN:

Pasal 2 ayat (4) butir c — UU SPPN:

SPPN bertujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Konsekuensinya adalah ......

= Nama Program dan Klasifikasi Fungsi/Sub Fungsi dalam dokumen
Rencana sama dengan yang digunakan dalam dokumen Anggaran
(Misalkan: Nama Program dalam Renja sama dengan yang ada dalam
RPJMD);

= Karakteristik penganggaran menurut UU Keuangan Negara sudah harus
dipenuhi dalam dokumen rencana



PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN BERBASIS

KINERJA

KARAKTERISTIK PERENCANAAN - PENGANGGARAN:

Perencanaan

Penganggaran

1. Perencanaan Bergulir (Rolling Plan)

Rencana kerja dan / atau kinerja
dilakukan untuk 2 (dua) tahun anggaran
yaitu tahun rencana dan perkiraan
tahun berikutnya

Kerangka Pengeluaran Jangka
Menengah - MTEF, Anggaran di
tahun rencana dilengkapi dengan
prakiraan anggaran tahun berikutnya )

2. Perencanaan Utuh bagi Pelaksanaan
Tupoksi suatu Instansi Pemerintah

Penganggaran Terpadu, Unified
Budgeting (Rutin dan pembangunan
tidak direncanakan secara terpisah)

3. Perencanaan Kinerja
- Kinerja Kebijakan
- Kinerja Operasional

Penganggaran Berbasis Kinerja —
Performance Based Budgeting
Alokasi anggaran berdasarkan target
prestasi kerja




KOMPONEN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA

= RENCANA KERJA - Program,

Kegiatan, dan Keluaran;
= ANGGARAN;

* INDIKATOR KINERJA - Hasil

(outcomes) dan Keluaran (outputs)



. RENCANA KERJA

DASAR HUKUM PENYUSUNAN RENCANA JANGKA MENENGAH
MENURUT UU SPPN

 Pasal 6 ayat (1):

Renstra K/L disusun sesuai dengan tugas dan fungsi K/L dengan
berpedoman pada RPJM yang bersifat indikatif;

 Pasal 6 ayat (2):

Renja K/L disusun dengan berpedoman pada Renstra K/L;

« Pasal 7 ayat (1):

Renstra SKPD disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD
dengan berpedoman pada RPJMD yang bersifat indikatif ;

« Pasal 7 ayat (2):

Renja SKPD disusun dengan berpedoman pada Renstra SKPD.




. RENCANA KERJA

DASAR HUKUM PENYUSUNAN RENCANA TAHUNAN
MENURUT UU KEUANGAN NEGARA

« Pasal 12 ayat (2):
RKP sebagal pedoman penyusunan RAPBN;
« Pasal 14 ayat (5):

Hasil pembahasan RKA-KL dengan DPR menjadi bahan
penyusunan RAPBN;

« Pasal 17 ayat (2):
RKPD sebagai pedoman penyusunan RAPBD;
 Pasal 19 ayat (5):

Hasil pembahasan RKA-SKPD dengan DPRD menjadi bahan
penyusunan RAPBD.




. RENCANA KERJA

Perencanaan — Apa Yang Baru?

DULU SEKARANG

Rencana Kerja - “Working Plan”
* Input (Rp., Naker, Fasilitas, dll.)
« Kegiatan (Proses)

* Output / Outcome

Daftar Usulan - “Shopping List”
« Sebanyak-banyaknya

« Seindah-indahnya

« Tidak terbatas

Sehingga Perencanaan

« Dimulai dengan informasi tentang ketersediaan
sumberdaya dan arah pembangunan
nasional/daerh

Critical point-nya adalah
« Menyusun hubungan optimal antara input, proses,
dan output / outcomes

Karena:
Ada Sanksi Pidana — Pasal 34 - 35 UU 17/2003




. RENCANA KERJA

Perencanaan - Penganggaran APBN Pasal 34 UU 17/2004
Ancaman Pidana
Dokumen bagi Penyimpangan
RPIM RKP RAPBN Pelaksanaan Kebijakan dan
Anggaran Penyimpangan
- Kegiatan
g Identik dengan Kontrak antara
~ Dengan demikian Perencanaan _» Central Agency” dengan
Identik dengan Penyusunan Kontrak Executing Agency
t |
Agar:
e Terdapat keseimbangan antara kepentingan “Principal” dan “Agent”

e Yang diwujudkan dengan hubungan antara target kinerja dengan
sumberdaya yang dialokasikan



Il. ANGGARAN BERBASIS KINERJA

« Anggaran berbasis kinerja (performace based
budgeting) didefinisikan sebagail penyusunan
anggaran yang didasarkan atas perencanaan
Kinerja, yang terdiri atas program dan kegiatan yang
akan dilaksanakan dan indikator kinerja yang ingin
dicapai oleh suatu entitas anggaran (budget entity).

* Penerapan anggaran berbasis kinerja bertujuan
untuk meningkatkan kualitas pelayan publik. Di
samping itu, mendukung alokasi anggaran terhadap
program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.



MODEL PENILAIAN KINERJA KEBIJAKAN/PROGRAM

DAMPAK (FINAL

OUTCOMES)
| KEBUTUHAN/ | MASALAH SOSIAL
», NEEDS | EKONOMI
HASIL
(INTERMEDIATE |«
OUTCOMES)
""" KEBIJAKAN/PROGRAM
TUJUAN . INPUT | PROSES | OUTPUT
(OBJECTIVES) | (RESOURCES) | (ACTIVITIES) | (PRODUCTS)
_________________ EFISIENSI
> RELEVANS I
EFEKTIVITAS

___________________________

_____________________________________________________________

* DIADAPTASIKAN DARI MODEL INPUT = OUTPUT ; POLLIT & BOUCKAERT, 2000:13



lIl. INDIKATOR KINERJA

Digunakan untuk mengetahui prestasi, kinerja, tingkat
kebehasilan/kegagalan suatu program, kegiatan, institusi,
unit kerja diperlukankan.

Pengertian:

Uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif
atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu
sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan

Kegunaan:

» dasar penilaian kinerja, baik dalam tahap perencanaan
(ex-ante), pelaksanaan (on-going), maupun setelahnya
(ex-post)

= petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan atau
sasaran



lIl. INDIKATOR KINERJA

Fungsi:
* memperjelas tentang what, how, and when suatu

kegiatan dilaksanakan

= menciptakan konsensus yang dibangun oleh

stakeholders

= membangun dasar pengukuran, analisis, dan

evaluasi kinerja organisasi



[ll. INDIKATOR KINERJA

“seharusnya, idealnya,

“‘selama ini/masa lalu” l
’ ¥ Benefit:
Input > Process 2 Output 2 Outcome/Result = Impact
-fisik
-non fisik
Aspek Kinerja (kualitas,
Aspek: kuantitas):
-Administrasi ; proyek/tolok ukur/kegiatan
-Keuangan lembaga/instansi/unit kerja
-Output (relatif) pelaksasana

-(perkembangan: UU 17/2003-
anggaran berbasis kinerja,
UU 25/2004, PP 20-21/2004,
RKP, RK, Renstra, Renja;

PP 58/2005, PP 8/2006 dsb)

- Pengawasan
fungsional/

- pengawasan/
evaluasi kinerja
organisasi/unit
kerja




KEDUDUKAN INDIKATOR KINERJA

Sasaran dan Tujuan



Indikator kinerja controlable  uncontrollabe

- Input/masukan Y
- process/proses Vv
- output/keluaran Y
- Benefit:
- outcome/result Y Y
- Impact/dampak ? Y
Catatan:

hasil dan manfaat dapat controllable dan uncontrolable,
tergantung jenis kegiatan, bidang atau permasalahannya.




PERSYARATAN INDIKATOR KINERJA

P oEE o e o o O e e e . .

1. Specific
2. Measurable

|
|
|
|
|
|
3. Attainable |
|
|
|
|
|
|
|

4. Relevant

5. Timely



}

Renja
| l
RENSTRAY
--—- s S
l }
]
G

- Apakah tupokS| sudah jelas, tidak

duplikasi dan dapat dipahami?
- Dapatkah tupoksi jadi KPI (key
perfomance indikator)?




Permasalahan:

Bagaimana hubungan KPI (key performance
Indicators) dengan Tupoksi, dan bagaimana
posisi KPI dalam suatu instansi?

Bagaimana membangun KPI untuk masing-
masing instansi/unit kerja?

Apakah mungkin kebijakan/keputusan yang
sudah ada secara nasional mendukung
terbentuknya KPI1?




Membangun KPI dengan mengacu kepada TUPOKSI:

Setiap instansi dan unit kerja di bawahnya mempunyai tupoksi sebagai
landasan untuk melakukan aktivitasnya masing-masing. Pada umumnya,
tupoksi tersebut bersifat sangat umum (tidak mustahil juga dijumpai adanya
kesalahan bahasa/kalimatnya) sehingga sulit memahami area atau batas
pekerjaan yang utama dari instansi/unit kerja tersebut. Akibatnhya, dapat
terjadi multi-interpretasi atau salah penafsiran, yang berakibat pada:

tumpang tindihnya (grey area) pekerjaan antar instansi/unit kerja;
“konflik” antar instansi/unit kerja;

pemborosan anggaran (inefficiency), dan tingginya administrative cost
menghambat koordinasi

memberi peluang terjadinya kesalahan dalam perencanaan kegiatan
(rencana kerja, rencana kinerja, pemantauan dan pelaksanaannya)

selama bertahun-tahun;

f.  ketidakjelasan ukuran keberhasilan instansi/unit kerja dan tentunya juga
berpengaruh terhadap ukuran untuk menilai kinerja pimpinan instansi/unit

kerja tersebut.

® o0 o



PENYUSUNAN RENJA SKPD

NO

URUSAN
PEMERINTAH
DAERAH DAN

PROGRAM
KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

CAPAIAN
PROGRAM

KELUARAN
KEGIATAN

HASIL KEGIATAN

TOLAK
UKUR

TARGET

TOLAK

UKUR TARGET

TOLAK
UKUR

TARGET

PAGU
INDIKATIF
(SUMBER

DANA)

LO KASI

SKPD
PENANG-
GUNG
JAWAB

10

11

Kegiatan ........

Kegiatan ........

Kegiatan ........

Program ............

Kegiatan ........




PENGISIAN RENJA SKPD

URUSAN PEMERINTAHAN
Urusan Wajib:

r.

«

a
b
C.
d
e

. pendidikan;
. kesehatan;

lingkungan hidup;

. pekerjaan umum;

. penataan ruang;

perencanaan pembangunan;
perumahan;

kepemudaan dan olahraga;

penanaman modal,

koperasi dan usaha kecil dan menengah;
kependudukan dan catatan sipil;

ketenagakerjaan;

. ketahanan pangan;

pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak;

L T 0o

-

n

N < X 5 < ¢

keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
perhubungan;

komunikasi dan informatika;

pertanahan;

kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;

otonomi daerah, pemerintahan umum,
administrasi keuangan daerah, perangkat
daerah, kepegawaian, dan persandian;

pemberdayaan masyarakat dan desa;

sosial;

. kebudayaan;

statistik;
kearsipan; dan

perpustakaan.



PENGISIAN RENJA SKPD

URUSAN PEMERINTAHAN
Urusan Pilihan:

kelautan dan perikanan;

. pertanian;

kehutanan;

energi dan sumber daya mineral,

. pariwisata;

-~ ® o 0 T

industri;

. perdagangan; dan

o

. ketransmigrasian



PENGISIAN RENJA SKPD

PROGRAM:

Penyusunan Program dalam Renja SKPD terkait dengan kegiatan yang akan
dilaksanakan yang mendukung RKPD serta dalam rangka pencapaian RPJMD
Provinsi Kepulauan Riau

KEGIATAN:

Penyusunan Kegiatan ini harus memperhatikan Prioritas Pembangunan serta
dalam rangka mencapai target RPJMD Provinsi Kepulauan Riau pada tahun
tertentu dan pencapaian Rencana Strategis SKPD. Selain itu, penyusunan
kegiatan di tahun 2013 mengakomodir beberapa hal, yaitu:

- Janji Kepala Daerah saat melakukan Kunjungan Kerja di Daerah.

- Hasil Reses DPRD Provinsi Kepulauan Riau yang mendukung Prioritas
Pembangunan serta target pencapaian RPJMD Provinsi Kepulauan Riau.

- Kegiatan yang bersifat lanjutan (telah dilaksanakan dan atau telah dianggarkan
pada tahun-tahun sebelumnya).

- Usulan dari Pemerintah Kabupaten/Kota yang prioritas dan harus segera
ditangani.



PENGISIAN RENJA SKPD

CAPAIAN PROGRAM:

Capaian Program merupakan suatu kondisi yang akan dicapai dari Program
tersebut berdasarkan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau yang terbagi menjadi:

- Tolak Ukur: bersifat kualitatif

- Target: bersifat kuantitatif

KELUARAN KEGIATAN:

Keluaran kegiatan merupakan output kegiatan yang bersifat normatif dan masih
bersifat sempit. Misalkan sebuah kegiatan studi, maka keluaran kegiatan dapat
berupa buku hasil studi sebanyak sekian eksemplar. Atau kegiatan rapat, maka
keluaran kegiatan bisa berupa terselenggaranya kegiatan rapat dengan target
kegiatan 100%.

HASIL KEGIATAN:

Hasil kegiatan merupakan suatu kondisi tertentu yang diharapkan dalam
mendukung program dan pencapaian target RPIJMD dan RKPD Provinsi
Kepulauan Riau.



PENGISIAN RENJA SKPD

PAGU INDIKATIF:

Pagu indikatif diisi berupa biaya yang diperlukan dalam kegiatan tersebut dalam
satuan Rupiah dan disesuaikan dengan Standar Satuan Harga (SSH) yang
berlaku yangtelah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

LOKASI:

Lokasi kegiatan merupakan lokasi dilaksanakannya kegiatan tersebut. Dalam
rangka pengendalian sebaran kegiatan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dari
tahun ke tahun telah memilah lokasi kegiatan menjadi 8 (delapan) lokasi yaitu:

a. Provinsi Kepulauan Riau. Merupakan kegiatan yang:
- Memiliki dampak merata ke seluruh Kabupaten/Kota

- Kegiatan dengan lokasi di luar Provinsi Kepulauan Riau (kegiatan
promosi, pengiriman duta dan penanganan aset di luar Provinsi
Kepulauan Riau)

- Kegiatan rutinitas Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

b. Kabupaten Karimun; c. Kota Batam; d. Kota Tanjungpinang; e.Kab. Bintan;
f. Kabupaten Lingga; g. Kabupaten Natuna; h. Kabupaten Kepulauan Anambas



